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ABSTRAK

Pemerintah Indonesia hanya mampu membiayai 30% dari kebutuhan anggaran
untuk mengatasi backlog perumahan yang terus meningkat, Kkhususnya
Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Keterbatasan fiskal memaksa Pemerintah
mencari sumber-sumber alternatif selain APBN/D. Salah satu solusi yang layak
adalah melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang
belakangan ini diterima secara luas oleh para pembuat keputusan publik.
Pemerintah telah bereksperimen dengan berbagai skema KPBU selama bertahun-
tahun di luar sektor perumahan. Mengingat karakteristik sektor perumahan yang
spesifik, maka perlu dirumuskan suatu model KPBU yang sesuai untuk Indonesia.
Pada dasarnya, untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah bisa memanfaatkan
pengalaman internasional yang telah berhasil, termasuk pengalaman India yang
memiliki beberapa karakteristik yang mirip dengan Indonesia. India telah berhasil
menerapkan delapan model KPBU perumahan. Namun, Pemerintah Indonesia
tentunya tidak harus meniru India dalam pengaturannya. Penelitian ini bertujuan
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penentuan model KPBU,
menentukan dan mengusulkan model KPBU yang sesuai untuk kasus Indonesia di
antara model-model India tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi
kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur dengan para ahli yang memiliki
pengetahuan di bidang KPBU untuk mendapatkan faktor penentu dan Elimination
by Aspect (EBA) dalam menghasilkan sebuah keputusan. Penelitian ini
menemukan bahwa bentuk kontrak, dukungan pemerintah, kepemilikan tanah, dan
mekanisme pengembalian investasi menjadi faktor penentu keputusan yang sangat
penting. Analisis EBA menunjukkan bahwa dua model, yaitu model perumahan
subsidi silang melalui pengembangan fungsi campuran dan model perumahan
subsidi berbasis anuitas, keduanya potensial untuk jangka panjang dan jangka
pendek. Penelitian ini juga mengusulkan beberapa penyesuaian agar kedua model
tersebut lebih sesuai dengan konteks Indonesia. Studi ini memiliki keterbatasan
dan merekomendasikan beberapa saran untuk penelitian berikutnya.

Kata Kunci: KPBU, perumahan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah,
Indonesia
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ABSTRACT

The Government of Indonesia can only finance 30% of the budget requirement
necessary to cope with the growing housing backlog for, primarily, lower-income
groups. Fiscal austerity has compelled the Government to obtain alternative
sources to the state/local budgets. One solution and viable is Public-Private
Partnership (PPP) scheme, which gains wide acceptance among public decision-
makers in recent times. The Government has experimented with the PPP scheme
for years but not for the housing sector. Given the sector’s specific characteristics,
it is imperative to choose suitable models for Indonesia. Rather than reinventing
the wheel to address the need, the Government can, draw on successful
international experiences, including India that shares some common
characteristics with Indonesia. India has successfully implemented the PPP
scheme under eight different models in the housing sector. However, the Gol
should not immediately replicate the Indian way for different country settings.
This study aims to identify factors affecting the decision to select the PPP model,
offer feasible PPP models, and determine the most suitable models among a given
set of Indian models for Indonesian cases. This study employed a qualitative
methodology using semi-structured interviews with experts knowledgeable in the
PPP areas to derive the decision factors and Elimination by Aspects (EBA) to
solve the decision problem. This study found that contract form, government
support, land ownership, and investment return mechanism are the critical
decision factors. Moreover, the EBA analysis suggested that two models, i.e., the
mixed development cross-subsidized housing model and the annuity-based
subsidized housing model, are potential for the short and long run, respectively.
This study also proposes some adjustments to make the two models fitter within
the Indonesian context. This study acknowledges its limitations and recommends
directions for future research.

Keywords: PPP, housing, lower-income group, elimination by aspects, Indonesia
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk perkotaan di Indonesia meningkat setiap tahunnya, di tahun
2019 berjumlah sebanyak 55,80%, meningkat 0,70% dari tahun sebelumnya, dan
terus meningkat hingga 59,30% di tahun 2025 (Worldometers, 2019).
Pertumbuhan penduduk perkotaan di satu sisi akan berkontribusi terhadap
kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, jika tidak dikelola dengan
baik, laju urbanisasi ini akan menimbulkan banyak masalah di perkotaan.
Masalah-masalah perkotaan tersebut tidak terlepas dari dukungan kebijakan yang
tepat dibarengi dengan penyediaan infrastruktur perkotaan yang memadai untuk
menunjang aktivitas penduduk di dalamnya.

Dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di Asia, rasio urbanisasi
terhadap kenaikan PDB per kapita Indonesia jauh tertinggal. Di India rasionya
mencapai 1:13, yang berarti 1% persen penduduk makin banyak di perkotaan,
PDB per kapita meningkat 13%, diikuti Tiongkok 1:10, Vietnam 1:8; Thailand
1:7, dan Indonesia hanya 1:4. Ini mengindikasikan bahwa laju urbanisasi di
Indonesia tidak berdampak besar bagi kemakmuran disebabkan infrastruktur
perkotaan yang kurang memadai yang berdampak kepada inefisiensi (Adi, 2019).

Salah satu dari sekian banyak tantangan infrastruktur perkotaan yang ada,
masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau adalah hal penting,
khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mencari

penghidupan di perkotaan. Terkait dengan kemampuan daya beli dan daya



sewanya, pemenuhan kebutuhan hunian bagi kelompok ini terganjal dari dua sisi,
yaitu semakin mahal dan semakin langkanya lahan di perkotaan, sementara di sisi
lain tingginya biaya transportasi dan lamanya waktu tempuh dari hunian di
kawasan peri-urban menuju ke tempat kerja.

Untuk mengatasi masalah hunian MBR di perkotaan, selama periode
2015—2018 Pemerintah telah membangun rusunawa sebanyak 44.893 unit
(Wicaksono, 2019). Sementara untuk hunian di kawasan peri-urban, Pemerintah
melalui bank pelaksana telah menyalurkan subsidi Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk
pembangunan 948.610 unit rumah tapak dengan menggandeng pengembang
swasta maupun Perumnas (PPDPP Kementerian PUPR, 2019). Rata-rata dari
total jumlah tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah hanya mampu mendanai
sekitar 30% pertumbuhan backlog yang berkisar antara 800.000—1.000.000 unit
per tahunnya, belum termasuk jumlah backlog eksisting sebanyak 13,5 juta unit di
tahun 2010 yang terus bertambah hingga kini.

Keterbatasan fiskal secara langsung mendesak Pemerintah untuk mencari
sumber-sumber pendanaan di luar APBN/D. Salah satu upaya yang sedang
dilakukan adalah dengan mengembangkan Kerjasama Permerintah dengan Badan
Usaha (KPBU) baik milik negara maupun milik swasta.

Ke depan, Pemerintah akan lebih fokus kepada pemenuhan hunian MBR
perkotaan melalui KPBU untuk rumah susun, sementara di kawasan peri-urban
tetap menggunakan skema FLPP dan SSB yang sudah berjalan untuk rumah
tapak. Hal ini disebabkan payung hukum penerapan KPBU perumahan

sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 2 Tahun 2021 hanya memberikan



ruang untuk rumah susun umum, rumah susun Khusus, dan rumah susun negara
yang pemanfaatannya dengan cara sewa, sementara dalam UU No. 20 Tahun 2011
dari ketiga jenis rumah susun yang dapat di-KPBU-kan hanya rumah susun umum
saja yang secara spesifik diselenggarakan untuk MBR.

Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa semakin rendahnya
keterjangkauan perumahan akan berdampak serius bagi keseimbangan
perekonomian; meningkatnya kriminalitas (Horner, 2009); dan menurunnya
derajat pendidikan dan kesehatan (Mueller & Tighe, 2007). Oleh karena itu, meski
dengan segala keterbatasan—, mereka selalu berupaya melakukan terobosan-
terobosan guna mempercepat penyelesaian persoalan hunian melalui KPBU. Salah
satu negara yang kaya akan terobosan-terobosan tersebut adalah India, yang
beberapa skema pembiayaan pun sudah diadaptasi di Indonesia, e.g., dukungan
kelayakan (viability gap fund, VGF) dan pembayaran atas ketersediaan layanan
(availability payment, AP).

Di sektor perumahan, India mengembangkan 8 (delapan) model KPBU
perumahan, 6 (enam) model menggunakan lahan milik Pemerintah dan 2 (dua)
model menggunakan lahan milik swasta (Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India, 2017), i.e.,: model A (government—Iland based subsidized
housing), model B (mixed development cross-subsidized housing), model C
(annuity based subsidized housing), model D (annuity cum capital grant
subsidized housing), model E (direct relationship ownership housing), model F
(direct relationship rental housing), model G (taking advantage of credit linked
subsidy scheme), dan model H (private land based models under affordable

housing in partnership scheme).



Rencananya, Pemerintah Indonesia akan mengadopsi model-model KPBU

perumahan dari India karena negara tersebut dinilai berhasil menerapkannya

(Laoli, 2019) dan memiliki karakteristik perekonomian dan wilayah yang mirip

dengan Indonesia (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini, yaitu:

a.

Sejauh ini, Indonesia belum pernah memiliki pengalaman implementasi
KPBU perumahan. Hal ini tentu berbeda dengan sektor-sektor infrastruktur
lainnya e.g., jalan tol, kelistrikan, sistem penyediaan air minum, dan
pengelolaan persampahan yang telah terlebih dahulu menerapkan KPBU.

Ada banyak negara yang telah memiliki pengalaman baik keberhasilan
maupun kegagalan dengan program KPBU perumahan mereka yang dapat
dipelajari  untuk  dapat diaplikasikan  di  Indonesia  dengan

mempertimbangkan kesesuaian dengan konteks Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, disusun pertanyaan-

pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini:

a.

Aspek-aspek apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan model
KPBU perumahan di Indonesia?

Model-model KPBU perumahan apa yang potensial untuk diterapkan di
Indonesia?

Model KPBU apa yang optimal untuk diterapkan di Indonesia?



1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menentukan pilihan dan merumuskan

model KPBU perumahan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Untuk

mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa langkah sebagai berikut:

a.  Mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan untuk
menentukan model KPBU perumahan di Indonesia.

b.  Menentukan model KPBU perumahan yang potensial dihubungkan dengan
aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan.

c.  Mengusulkan model-model yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah model KPBU perumahan

yang nantinya akan direkomendasikan dapat diaplikasikan sesuai dengan konteks

Indonesia.

1.4 Batasan Penelitian

Mengingat begitu luasnya kajian tentang KPBU serta keterbatasan penulis dalam
memeroleh data, keterbatasan waktu dan anggaran, maka penelitian ini akan
menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan pengambilan data sekunder yang
dilakukan melalui wawancara semi terstruktur kepada para ahli berpengalaman di
bidang KPBU, pembiayaan perumahan MBR, pembangunan dan pengelolaan
rumah susun—berdasarkan parameter substansi dari penelitian sebelumnya.
Terkait dengan rencana Pemerintah Indonesia yang akan mengadopsi model
KPBU perumahan dari India, opsi-opsi yang akan dipertimbangkan dalam

penelitian ini didasarkan pada model India.



1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini signifikan, dengan pertimbangan:

a. Sampai dengan saat ini belum ada realisasi penerapan proyek KPBU
perumahan di Indonesia.

b.  Pemilihan model KPBU perumahan yang tepat akan mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaannya, mengingat proyek KPBU akan berlangsung
sangat lama dan berbeda dengan proyek lain pada umumnya.

c. Kegagalan proyek KPBU akan menjadi beban bagi para pemangku

kepentingan yang terlibat dan akan berdampak luas dari berbagai aspek.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 Bab meliputi:

BAB | adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan permasalahan,
tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, signifikansi penelitian, dan
sistematika penulisan.

BAB Il adalah landasan teori dan kajian pustaka yang relevan dengan tujuan
penelitian ini. Pada landasan teori berisi tentang tinjauan definisi, terminologi,
konsep KPBU, dan implementasi KPBU perumahan MBR di berbagai negara
yang bersumber dari internet, buku, jurnal, prosiding ilmiah, dan laporan-laporan
terdahulu.

BAB |11 berisi pendekaran penelitian yang digunakan untuk menjawab
pertanyaan—pertanyaan yang sudah dikemukakan di bab pendahuluan. Bab ini
juga memuat konsep penelitian termasuk metode pengumpulan data dan teknik

analisis data.



BAB IV memuat uraian ringkas tentang model KPBU yang diadikan rujukan,
analisis dan poin-poin kunci yang diperoleh dari subjek penelitian, penentuan dan
penyesuaian dari berbagai model alternatif model KPBU.

BAB V memuat simpulan yang diperoleh dari analisis dan uraian pada bab-bab
sebelumnya dan beberapa rekomendasi untuk pengembangan model KPBU

perumahan yang dianggap perlu.






